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IDENTITAS PROGRAM
	Nama Program
	:
	Pelatihan Penyusunan dan Revisi Perda

	Penyelenggara
	:
	JTTC

	Durasi Pelatihan
	:
	2 (dua) hari

	Metode Pelatihan
	:
	50% praktik (Simulasi, Praktik, Studi kasus) dan 50% teori (ceramah interaktif, diskusi) 

	Tanggal Pelaksanaan
	:
	8 – 9 Mei 2026

	Tempat Pelatihan
	:
	JTTC

	Jumlah Peserta
	:
	1

	Profil Peserta
	:
	Anggota DPRD Kabupaten Jepara

	Level Pelatihan
	:
	Basic



BAB I. PENDAHULUAN
Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dinamika kebutuhan masyarakat saat ini menuntut tersedianya produk hukum daerah yang berkualitas, adaptif, dan implementatif. Peraturan Daerah (Perda) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi, tetapi juga sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan publik, pengaturan kewenangan daerah, serta perlindungan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan Perda harus dilakukan secara sistematis, sesuai kaidah peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Perda yang baik tidak hanya dinilai dari substansi yang diatur, tetapi juga dari proses pembentukannya yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga evaluasi. Proses tersebut harus memperhatikan prinsip kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, aspek harmonisasi dan sinkronisasi menjadi hal penting untuk memastikan bahwa Perda dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan konflik regulasi.
Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan dalam penyusunan dan revisi Perda, seperti belum optimalnya kemampuan aparatur dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (legal drafting), kurangnya pemahaman terhadap prosedur revisi Perda, serta terbatasnya kemampuan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan yang sudah berlaku. Kondisi ini berpotensi menghasilkan Perda yang kurang efektif, sulit diimplementasikan, atau bahkan bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Seiring dengan adanya perubahan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, aparatur pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dalam penyusunan produk hukum daerah agar tetap relevan, harmonis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelatihan Penyusunan dan Revisi Peraturan Daerah diselenggarakan sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam bidang pembentukan produk hukum daerah. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, menguasai teknik penyusunan Perda, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, serta mampu melakukan revisi Perda secara tepat dan sesuai prosedur.
Dengan terselenggaranya pelatihan ini, diharapkan peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam penyusunan dan revisi Perda di lingkungan kerja masing-masing. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas, efektif, serta mampu meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.


BAB II. PANDUAN TRAINER
A. Hal-Hal yang Harus Disiapkan
Untuk memastikan sesi berjalan dengan lancar dan profesional, trainer sebagai narasumer wajib menyiapkan hal-hal berikut sebelum memulai pelatihan:
	Kategori
	Rincian Persiapan

	Materi dan Perangkat Ajar
	· Menyiapkan slide presentasi sesuai topik sesi dan tujuan pembelajaran.
· Mempersiapkan lembar kerja atau handout peserta sebagai panduan praktik.
· Membawa instrumen pre-test dan post-test (jika diperlukan untuk sesi awal/akhir).
· Menyiapkan kuis atau ice breaking yang relevan untuk membangun suasana kelas.

	Peralatan Pribadi Trainer
	· Laptop pribadi dengan file presentasi dan data pendukung.
· Pointer atau wireless presenter untuk mempermudah penyampaian.
· Flashdisk atau backup file untuk antisipasi kendala teknis.
· Catatan pribadi berisi alur dan poin kunci materi.

	Kesiapan Lingkungan Kelas
	· Datang lebih awal (30 menit sebelum sesi) untuk menyiapkan perangkat dan mengondisikan ruangan
· Pastikan pencahayaan, suara, dan posisi proyektor nyaman bagi peserta.
· Memastikan tata letak meja mendukung interaksi kelas (U-shape atau kelompok kecil).

	Koordinasi dengan Panitia
	· Melakukan briefing singkat dengan panitia pelaksana sebelum sesi dimulai.
· Memastikan waktu dan durasi sesi sesuai rundown.
· Mengonfirmasi ketersediaan peralatan (proyektor, sound system) dan media bantu lainnya.
· Menyepakati mekanisme tanya jawab, dokumentasi, dan evaluasi akhir sesi.

	Pendekatan dan Strategi Mengajar
	· Komunikasi dua arah yang interaktif, mendorong dialog antara trainer dan peserta terkait permasalahan nyata usaha yang sedang dijalankan atau akan dirintis.
· Refleksi dan evaluasi di akhir sesi, untuk meninjau hasil pendampingan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan tindak lanjut yang dapat langsung diterapkan oleh peserta.



B. Sikap Mengajar yang Diharapkan
Trainer berperan bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai role model profesional JTTC yang mencerminkan budaya kerja dan nilai korporat. Sikap trainer wajib menampilkan sikap berikut selama proses pembelajaran:
	Aspek Nilai JTTC
	Implementasi Sikap Mengajar Trainer

	Professional
	· Disiplin waktu, berpakaian rapi, dan menjaga etika komunikasi di kelas.
· Memberikan umpan balik objektif terhadap hasil latihan peserta.

	Dynamic
	· Menunjukkan semangat, antusiasme, dan adaptif terhadap situasi kelas.
· Menggunakan metode interaktif (simulasi, studi kasus)

	Courtesy
	· Menyapa peserta dengan ramah, sopan, dan menghargai setiap pendapat.
· Menunjukkan sikap santun dan sabar dalam menjawab pertanyaan.
· Mengelola suasana kelas dengan komunikasi yang positif dan empatik.

	Togetherness
	· Membangun rasa kebersamaan dan kolaborasi dalam kelompok.
· Mendorong partisipasi aktif semua peserta tanpa diskriminasi.
· Menumbuhkan semangat belajar kolektif melalui aktivitas kelompok.

	Collective
	· Mengajak peserta bekerja sama dalam memecahkan masalah nyata di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
· Menghargai hasil kerja kelompok sebagai proses pembelajaran bersama.
· Memberikan ruang bagi kolaborasi lintas latar belakang akademik.

	Quick Execution
	· Bertindak cepat dalam menangani kendala teknis maupun dinamika kelas.
· Mengambil keputusan tegas tanpa mengganggu ritme pembelajaran.
· Menunjukkan respons sigap terhadap kebutuhan peserta selama praktik.



C. Panduan K3 (Keselamatan dan Kesehatan)
Trainer disarankan menyampaikan bagian ini secara singkat namun tegas pada opening sesi pertama, sebagai bentuk edukasi keselamatan kerja dan penanaman budaya disiplin bagi seluruh peserta pelatihan.
	Aspek K3
	Panduan bagi Trainer dan Peserta

	Kesiapan Ruang Kelas
	· Pastikan ruangan dalam kondisi bersih, rapi, dan memiliki sirkulasi udara baik.
· Cek posisi kabel listrik, laptop, dan proyektor agar tidak menghalangi jalur peserta
· Jauhkan cairan (minuman) dari perangkat elektronik.

	Keselamatan dan Kebersihan Pribadi
	· Menggunakan pakaian praktik yang bersih dan rapi.
· Menjaga kebersihan diri selama kegiatan berlangsung.

	Tata Tertib dan Kerapian Area 
	· Menjaga area kerja tetap rapi dan bersih.
· Tidak bercanda berlebihan saat praktik.
· Menjaga ketertiban saat proses pembelajaran

	Tanggap Darurat dan Evakuasi
	· Trainer wajib mengetahui lokasi pintu keluar darurat dan titik kumpul (assembly point).
· Informasikan kepada peserta jalur evakuasi dan prosedur jika terjadi keadaan darurat (mis. listrik padam, gempa, atau kebakaran).
· Pastikan tidak ada barang yang menghalangi jalur keluar.

	Kebersihan dan Kerapian Lingkungan Belajar
	· Setiap peserta bertanggung jawab menjaga kebersihan area duduknya.
· Sediakan tempat sampah di dua sisi ruangan.
· Hindari meninggalkan sampah atau alat tulis berserakan setelah sesi berakhir.

	Kesehatan dan Kedisiplinan Pribadi
	· Peserta wajib hadir tepat waktu dan dalam kondisi sehat.
· Gunakan pakaian sopan dan rapi sesuai ketentuan pelatihan.
· Trainer mengingatkan pentingnya menjaga etika, sopan santun, dan suasana positif selama kegiatan.

	Pengendalian Risiko Selama Praktik
	· Praktik dilaksanakan sesuai SOP dan standar kerja.
· Seluruh kegiatan berada di bawah pengawasan instruktur/asesor.
· Peserta menggunakan dokumen dan perangkat kerja yang telah disiapkan.
· Peserta wajib menerapkan etika kerja, ketelitian, dan profesionalisme.
· Seluruh aktivitas mengikuti skenario pelatihan untuk mencegah kesalahan prosedur.





BAB III. TRAINING NEEDS ANALYSIS
A. Latar Belakang Peserta
Peserta pelatihan merupakan Anggota DPRD Kabupaten Jepara yang memiliki peran strategis dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda), khususnya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Sebagai bagian dari lembaga legislatif daerah, anggota DPRD memiliki kewenangan dalam penyusunan, pembahasan, dan persetujuan Perda bersama kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, diperlukan pemahaman yang komprehensif tidak hanya pada aspek kebijakan, tetapi juga pada aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
Latar belakang pendidikan dan pengalaman anggota DPRD yang beragam menjadi kekuatan dalam menyerap aspirasi masyarakat, namun juga menimbulkan kebutuhan peningkatan kapasitas yang lebih terarah, khususnya dalam aspek legal drafting, analisis regulasi, dan proses revisi perda.
B. Kondisi Eksisting Peserta
Berdasarkan karakteristik peserta sebagai anggota DPRD, kondisi eksisting dapat diidentifikasi sebagai berikut:
· Memahami fungsi dan peran DPRD dalam pembentukan Perda
· Memiliki pengalaman dala pembahasan Perda, namun belum seluruhnya memahami teknik penyusunan secara detail
· Pemahaman terhadap sistematika dan bahasa hukum masih bervariasi
· Kemampuan analisis terhadap Perda (Evaluasi dan harmonisasi) belum optimal
· Pemahaman terkait teknik perubahan atau revisi Perda masih terbatas
· Memiliki kemampuan komunikasi dan argumentasi yang baik dalam forum pembahasan
C. Kebutuhan Pelatihan
Berdasarkan kondisi tersebut, kebutuhan pelatihan peserta meliputi:
· Penguatan pemahaman kerangka hukum pembentukan Perda sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
· Peningkatan keterampilan teknik penyusunan Perda (legal drafting)
· Peningkatan kemampuan analisis dan evaluasi Perda eksisting
· Pemahaman teknik harmonisasi dan sinkronisasi regulasi
· Keterampilan dalam melakukan perubahan atau revisi Perda
· Penguatan kemampuan dalam pembahasan Perda secara efektif dan berbasis argumentasi hukum
D. Tujuan Pelatihan (Berdasarkan Kebutuhan Peserta)
Tujuan pelatihan ini adalah:
· Meningkatkan pemahaman peserta terhadap kerangka hukum pembentukan Perda
· Meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami struktur dan sistematika Perda
· Meningkatkan keterampilan peserta dalam teknik penyusunan Perda
· Meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi Perda
· Membekali peserta dengan kemampuan melakukan revisi Perda
· Meningkatkan kualitas argumentasi peserta dalam pembahasan Perda
E. Analisis Kebutuhan Kompetensi
	Aspek Kompetensi
	Kondisi Saat Ini
	Kebutuhan
	Kesenjangan (Gap)

	Pemahaman Regulasi
	Cukup memahami
	Memahami secara komprehensif
	Sedang

	Kedudukan & Fungsi Perda
	Memahami
	Memperdalam implementasi
	Rendah

	Legal Drafting
	Terbatas
	Mampu menyusun draft Perda
	Tinggi

	Analisis Regulasi
	Cukup
	Lebih sistematis dan mendalam
	Sedang

	Revisi Perda
	Terbatas
	Mampu melakukan revisi teknis
	Tinggi

	Argumentasi Kebijakan
	Baik
	Diperkuat dengan dasar hukum
	Rendah


F. Kesimpulan TNA
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan, peserta sebagai anggota DPRD Kabupaten Jepara pada dasarnya telah memiliki pemahaman terkait fungsi dan peran dalam pembentukan Perda. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan kompetensi pada aspek teknis, khususnya dalam penyusunan peraturan (legal drafting), analisis regulasi, serta teknik revisi Perda.
Pelatihan ini sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas peserta dalam menghasilkan Perda yang berkualitas, harmonis, dan implementatif. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, diharapkan anggota DPRD mampu menjalankan fungsi legislasi secara lebih efektif, berbasis pada kaidah hukum, serta mampu merumuskan kebijakan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 


BAB IV. TUJUAN INSTRUKSIONAL
A. Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti Pelatihan Penyusunan dan Revisi Peraturan Daerah (Perda) ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyusun serta merevisi produk hukum daerah secara sistematis, sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan, serta mampu menghasilkan Perda yang berkualitas, harmonis, dan implementatif. Peserta dibekali kemampuan untuk memahami konsep pembentukan peraturan perundang-undangan, menerapkan teknik legal drafting, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, serta menyusun Perda yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku.
Secara khusus, peserta diharapkan mampu:
· Memahami konsep dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
· Memahami kewenangan dan kedudukan Perda dalam sistem hukum daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
· Menerapkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (legal drafting) secara sistematis dan sesuai kaidah. 
· Menyusun struktur dan materi muatan Perda secara tepat dan sesuai kebutuhan daerah. 
· Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Perda dengan peraturan yang lebih tinggi maupun antar regulasi daerah. 
· Melakukan analisis dan evaluasi terhadap Perda yang sudah berlaku. 
· Melaksanakan proses revisi Perda sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. 
· Menghasilkan draft Perda atau revisi Perda sebagai hasil praktik pelatihan.  

B. Tujuan Instruksional Khusus
	No
	Materi per Sesi (Unit Kompetensi)
	Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
	Level Taksonomi Bloom (CBT)

	1
	Kerangka Hukum Pembentukan Peraturan Daerah
	Peserta mampu menjelaskan kedudukan Perda, asas pembentukan kewenangan DPRD, serta tahapan pembentukan Perda sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
	C2 (Memahami)

	2
	Teknik Penyusunan Perda (Legal Drafting)
	Peserta mampu menerapkan teknik penyusunan Perda meliputi sistematika, perumusan norma hukum, dan penggunaan bahasa hukum yang tepat
	C3 (Menerapkan)

	3
	Analisis dan Evaluasi Perda Eksisting
	Peserta mampu menganalisis permasalahan dalam Perda, menilai kesesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi, serta menentukan kebutuhan revisi
	C4 (Menganalisis)

	4
	Teknik Perubahan Peraturan Daerah
	Peserta mampu menerapkan teknik perubahan Perda, termasuk perubahan parsial/menyeluruh, perubahan pasal, serta harmonisasi dan sinkronisasi regulasi
	C3 (Menerapkan)

	5
	Penyusunan Draft Perubahan Perda
	Peserta mampu menyusun draft perubahan Perda meliputi konsiderans, pasal perubahan, dan penyelarasan dengan regulasi nasional
	C6 (Mencipta)

	6
	Simulasi Pembahasan Perda di DPRD
	Peserta mampu mempraktikkan mekanisme pembahasan Perda, menyampaikan argumentasi, serta menyempurnakan draft melalui simulasi sidang
	C5 (Mengevaluasi)
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BAB V. KURIKULUM PELATIHAN
A. Silabus Pelatihan 
Pelatihan Penyusunan dan Revisi Perda dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dengan 6 (enam) sesi pelatihan, dan dengan durasi 90 menit per sesi (2JPL). Pelatihan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan teori dan praktik. Metode pembelajaran dirancang secara partisipatif agar peserta tidak hanya memahami penyusunan dan revisi perda secara teoritis, tetapi juga mampu mempraktikkan secara langsung dalam simulasi praktik.
	No
	Judul Sesi Materi
	Deskripsi Materi
	Tujuan Pembelajaran
	Metode Pembelajaran
	Media / Alat Bantu

	1
	Kerangka Hukum Pembentukan Peraturan Daerah
	Membahas kedudukan Perda dalam sistem peraturan perundang-undangan, asas pembentukan, kewenangan DPRD, serta tahapan pembentukan Perda sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
	Peserta memahami kerangka hukum dan proses pembentukan Perda
	Ceramah interaktif, diskusi
	Slide PPT, peraturan perundang-undangan, whiteboard

	2
	Teknik Penyusunan Perda (Legal Drafting)
	Membahas sistematika Perda (judul, konsiderans, batang tubuh, penjelasan), teknik perumusan norma hukum, serta penggunaan bahasa hukum yang baku dan tidak multitafsir
	Peserta mampu menerapkan teknik penyusunan Perda secara benar
	Ceramah, studi dokumen
	Contoh Perda, template drafting, LCD proyektor

	3
	Analisis dan Evaluasi Perda Eksisting
	Membahas identifikasi permasalahan dalam Perda, analisis kesesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi, serta penentuan kebutuhan perubahan
	Peserta mampu menganalisis dan mengevaluasi Perda yang berlaku
	Studi kasus, diskusi, workshop
	Dokumen Perda aktual, lembar kerja analisis

	4
	Teknik Perubahan Peraturan Daerah
	Membahas jenis perubahan Perda (parsial/menyeluruh), teknik perubahan pasal, serta harmonisasi dan sinkronisasi regulasi
	Peserta mampu menerapkan teknik revisi Perda sesuai ketentuan
	Ceramah, latihan
	Contoh Perda perubahan, format resmi, slide

	5
	Penyusunan Draft Perubahan Perda
	Membahas penyusunan konsiderans perubahan, perumusan pasal perubahan, penyelarasan dengan regulasi nasional, serta pengantar naskah akademik
	Peserta mampu menyusun draft perubahan Perda secara sistematis
	Praktik intensif, coaching
	Laptop, template Perda, panduan drafting

	6
	Simulasi Pembahasan Perda di DPRD
	Membahas mekanisme pembahasan Perda, teknik penyampaian argumentasi, pembahasan pasal demi pasal, serta penyempurnaan draft
	Peserta mampu mempraktikkan pembahasan Perda dan menyempurnakan draft
	Simulasi, role play
	Skenario simulasi, dokumen draft Perda, ruang simulasi





B. Jadwal Pelatihan Penyusunan dan Revisi Perda
HARI 1
Jumat, 8 Mei 2026
	No
	Materi dan Sub Materi 
	Waktu
	Kriteria Narasumber
	Metode Pengajaran
	Instruksional Trainer

	1
	Kerangka Hukum Pembentukan Peraturan Daerah 
Materi yang berhubungan dengan Kerangka Hukum Pembentukan Peraturan Daerah, antara lain:
· Kedudukan Perda dalam sistem peraturan perundang-undangan 
· Asas pembentukan peraturan perundang-undangan 
· Kewenangan DPRD dalam pembentukan Perda 
· Tahapan pembentukan Perda
	08.30 – 10.00
	Akademisi hukum tata negara / praktisi
	Ceramah interaktif, diskusi
	· Pre-test singkat 
· Gunakan contoh regulasi terbaru
· Kaitkan dengan tugas DPRD

	2
	Teknik Penyusunan Perda (Legal Drafting) 
Materi yang berhubungan dengan Teknik Penyusunan Perda (Legal Drafting), antara lain:
· Sistematika Perda (judul, konsiderans, batang tubuh, penjelasan) 
· Teknik perumusan norma hukum 
· Bahasa hukum yang baku dan tidak multitafsir
	10.00 – 11.30
	Perancang peraturan / legal drafter
	Ceramah, studi dokumen
	· Bedah contoh Perda 
· Tunjukkan praktik penulisan pasal 
· Latihan identifikasi struktur

	
	Istirahat 
	11.30 – 13.00
	
	
	

	3
	Analisis dan Evaluasi Perda Eksisting 
Materi yang berhubungan dengan Analisis dan Evaluasi Perda Eksisting, antara lain:
· Identifikasi permasalahan dalam Perda 
· Kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi 
· Kebutuhan perubahan Perda
	13.00 – 14.30
	Praktisi hukum / biro hukum
	Studi kasus, workshop
	· Gunakan Perda aktual (disarankan dari daerah peserta) 
· Berikan panduan analisis 
· Diskusi hasil




HARI 2
Sabtu, 9 Mei 2026
	No
	Materi dan Sub Materi
	Waktu
	Kriteria Narasumber
	Metode Pengajaran
	Instruksional Trainer

	1
	Teknik Perubahan Peraturan Daerah 
Materi yang berhubungan dengan Teknik Perubahan Peraturan Daerah, antara lain:
· Jenis perubahan (parsial/menyeluruh) - Format Perda perubahan 
· Teknik perubahan pasal 
· Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi
	09.00 – 10.30
	Perancang peraturan / biro hukum
	Ceramah, latihan
	· Tampilkan contoh perubahan pasal 
· Latihan revisi sederhana
· Gunakan format resmi

	2
	Penyusunan Draft Perubahan Perda 
Materi yang berhubungan dengan Penyusunan Draft Perubahan Perda, antara lain:
· Penyusunan konsiderans perubahan 
· Perumusan pasal perubahan 
· Penyelarasan dengan regulasi nasional 
· Pengantar naskah akademik
	10.30 – 12.00
	Legal drafter senior
	Praktik intensif
	· Dampingi peserta menyusun draft 
· Coaching langsung 
· Koreksi redaksional

	
	Istirahat 
	12.00 – 13.00
	
	
	

	3
	Simulasi Pembahasan Perda di DPRD 
Materi yang berhubungan dengan Simulasi Pembahasan Perda di DPRD, antara lain:
· Mekanisme pembahasan Perda 
· Teknik penyampaian argumentasi 
· Pembahasan pasal demi pasal 
· Penyempurnaan draft
	13.00 – 14.30
	Praktisi DPRD / fasilitator
	Simulasi, role play
	· Simulasi sidang pembahasan 
· Pembagian peran peserta 
· Feedback terstruktur



C. 
D. Rincian Slide Presentasi
HARI 1
Sesi 1 – Kerangka Hukum Pembentukan Peraturan Daerah
	No
	Judul Slide
	Ringkasan Konten
	Instruksional Trainer

	1
	Pembukaan dan Tujuan
	Pengantar materi dan tujuan pembelajaran
	Sampaikan tujuan dan kaitkan dengan tugas peserta

	2
	Pengertian Perda
	Definisi dan fungsi Perda
	Berikan contoh Perda aktual

	3
	Kedudukan Perda
	Hierarki peraturan perundang-undangan
	Tampilkan bagan hierarki

	4
	Dasar Hukum
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
	Jelaskan poin penting UU

	5
	Asas Pembentukan
	Asas-asas pembentukan peraturan
	Diskusikan contoh penerapan

	6
	Kewenangan DPRD
	Peran DPRD dalam pembentukan Perda
	Kaitkan dengan praktik di daerah

	7
	Tahapan Pembentukan
	Perencanaan hingga penetapan
	Gunakan diagram alur 

	8
	Studi Kasus
	Contoh proses pembentukan Perda
	Mengajak untuk berdiskusi

	9
	Permasalahan Umum
	Kendala dalam pembentukan Perda
	Meminta peserta berbagi pengalaman

	10
	Kesimpulan dan Diskusi
	Ringkasan materi
	Fasilitasi tanya jawab



Sesi 2 – Teknik Penyusunan Perda (Legal Drafting)
	No
	Judul Slide
	Ringkasan Konten
	Instruksional Trainer

	1
	Pengantar Legal Drafting
	Definisi dan pentingnya drafting
	Kaitkan dengan kualitas Perda

	2
	Prinsip Penyusunan
	Prinsip kejelasan dan konsistensi
	Berikan contoh

	3
	Struktur Perda
	Judul, konsiderans, batang tubuh
	Tampilkan contoh dokumen

	4
	Judul & Pembukaan
	Cara penulisan judul
	Latihan singkat

	5
	Konsiderans
	Menimbang & mengingat
	Bedah contoh

	6
	Batang Tubuh
	Pasal dan ayat
	Jelaskan struktur

	7
	Bahasa Hukum
	Bahasa baku dan tidak multitafsir
	Bandingkan contoh salah/benar

	8
	Teknik Norma
	Perumusan norma hukum
	Latihan identifikasi

	9
	Kesalahan Umum
	Error dalam drafting
	Diskusi

	10
	Ringkasan
	Penutup sesi
	Tanya jawab



Sesi 3 – Analisis dan Evaluasi Perda Eksisting
	No
	Judul Slide
	Ringkasan Konten
	Instruksional Trainer

	1
	Pengantar Evaluasi 
	Tujuan evaluasi Perda
	Kaitkan dengan revisi 

	2
	Indikator Evaluasi
	Efektivitas dan implementasi 
	Jelaskan indikator

	3
	Identifikasi Masalah
	Masalah dalam perda
	Berikan contoh

	4
	Kesesuaian Regulasi
	Sinkronisasi aturan
	Gunakan contoh nyata

	5
	Teknik Analisis 
	Metode analisis Perda
	Memandu langkah-langkah 

	6
	Studi Kasus
	Perda aktual 
	Diskusi kelompok

	7
	Hasil Analisis
	Menyusun temuan 
	Minta presentasi

	8
	Penentuan Revisi
	Kapan perlu revisi
	Diskusi

	9
	Tantangan Evaluasi
	Kendala di lapangan
	Sharing peserta

	10
	Kesimpulan 
	Ringkasan materi 
	Feedback



HARI 2
Sesi 1 – Perubahan Peraturan Daerah
	No
	Judul Slide
	Ringkasan Konten
	Instruksional Trainer

	1
	Pengantar Revisi
	Pentingnya perubahan Perda
	Kaitkan dengan evaluasi

	2
	Jenis Perubahan
	Parsial vs menyeluruh
	Contoh

	3
	Format Perubahan
	Struktur Perda perubahan
	Tampilkan contoh

	4
	Teknik Perubahan Pasal
	Cara revisi pasal
	Latihan

	5
	Penomoran Pasal
	Teknik penomoran
	Jelaskan aturan

	6
	Harmonisasi
	Sinkronisasi regulasi
	Diskusi

	7
	Contoh Kasus
	Studi perubahan
	Analisis bersama

	8
	Kesalahan Umum
	Error revisi
	Diskusi

	9
	Latihan
	Revisi sederhana
	Bimbing peserta

	10
	Penutup
	Ringkasan
	Tanya jawab



Sesi 2 – Penyusunan Draft Perubahan Perda
	No
	Judul Slide
	Ringkasan Konten
	Instruksional Trainer

	1
	Pengantar Praktik
	Tujuan sesi
	Briefing

	2
	Struktur Draft
	Komponen draft
	Tampilkan template

	3
	Konsiderans Perubahan
	Cara menyusun
	Contoh

	4
	Pasal Perubahan
	Teknik penulisan
	Latihan

	5
	Sinkronisasi
	Kesesuaian regulasi
	Bimbing

	6
	Naskah Akademik
	Pengantar NA
	Jelaskan singkat

	7
	Praktik Draft
	Mulai menyusun
	Dampingi

	8
	Review Draft
	Koreksi
	Feedback

	9
	Penyempurnaan
	Perbaikan draft
	Coaching

	10
	Penutup
	Ringkasan
	Diskusi



Sesi 3 – Pembahasan Perda di DPRD
	No
	Judul Slide
	Ringkasan Konten
	Instruksional Trainer

	1
	Pengantar Simulasi
	Tujuan role play
	Jelaskan aturan

	2
	Mekanisme DPRD
	Proses pembahasan
	Diagram

	3
	Peran Peserta
	Pembagian peran
	Tentukan kelompok

	4
	Teknik Argumentasi
	Cara menyampaikan pendapat
	Contoh

	5
	Pembahasan Pasal
	Metode pembahasan
	Simulasi

	6
	Simulasi Dimulai
	Role play
	Fasilitasi

	7
	Diskusi Hasil
	Evaluasi simulasi
	Feedback

	8
	Penyempurnaan Draft
	Revisi hasil simulasi
	Bimbing

	9
	Refleksi
	Pembelajaran
	Tanya peserta

	10
	Penutup
	Kesimpulan akhir
	Motivasi peserta





E. Daftar Peralatan yang Digunakan
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelatihan, diperlukan pengaturan dan tanggung jawab yang jelas terkait penyediaan serta penggunaan peralatan pelatihan. Adapun ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:
1) Seluruh peralatan disiapkan oleh penyelenggara (JTTC) paling lambat satu haru sebelum kegiatan dimulai, guna memastikan seluruh kebutuhan teknis tersedia dan siap digunakan.
2) Trainer wajib memeriksa serta memastikan fungsi dan kondisi seluruh perangkat (komputer, proyektor, dan media pendukung lainnya) sebelum sesi pelatihan dimulai.
3) Penggunaan peralatan dapat dilakukan secara berbagi (sharing) antar peserta apabila jumlah perangkat terbatas, dengan tetap menjaga efektivitas dan kenyamanan proses belajar praktik di kelas.
	No.
	Daftar Alat
	Spesifikasi Teknis / Jenis
	Satuan
	Jumlah
	Keterangan

	1
	Laptop/PC
	Minimal RAM 4 GB, MS Office
	Unit
	1
	Untuk peserta & trainer

	2
	LCD Proyektor
	Resolusi minimal XGA/HD
	Unit
	1
	Presentasi materi

	3
	Layar Proyektor
	Ukuran ±70–100 inch
	Unit
	1
	Media tampilan

	4
	Sound System
	Speaker + mic wireless
	Set
	1
	Mendukung penyampaian materi

	5
	Microphone
	Wireless/clip on
	Unit
	1
	Narasumber & moderator

	6
	Whiteboard / Flipchart
	Standar pelatihan
	Unit
	1
	Diskusi & penjelasan

	7
	Spidol Whiteboard
	Warna hitam/biru/merah
	Set
	1
	Penunjang penjelasan

	8
	Koneksi Internet
	WiFi / modem
	Paket
	1
	Akses regulasi online

	9
	Printer
	Inkjet/Laser
	Unit
	1
	Cetak draft Perda

	10
	Stop Kontak & Kabel Roll
	Minimal 4–6 port
	Set
	1
	Kebutuhan listrik peserta





F. Daftar Bahan yang Digunakan
	No.
	Daftar Bahan
	Spesifikasi Teknis / Jenis
	Satuan
	Jumlah
	Keterangan

	1
	Modul Pelatihan
	Hardcopy materi pelatihan
	Eks
	1
	Untuk peserta

	2
	Handout Materi
	Ringkasan materi per sesi
	Eks
	1
	Pendukung pembelajaran

	3
	Contoh Dokumen Perda
	Perda aktual & Perda revisi
	Set
	1
	Studi kasus

	4
	Template Draft Perda
	Format Word standar
	File/Print
	1
	Praktik drafting

	5
	Lembar Kerja Peserta
	Worksheet analisis & revisi
	Eks
	1
	Workshop

	6
	ATK (Alat Tulis Kantor)
	Buku tulis, pulpen, pensil
	Set
	1
	Peserta

	7
	Kertas HVS
	A4 70/80 gsm
	Rim
	1
	Cetak dokumen

	8
	Flashdisk
	Kapasitas min. 8 GB
	Unit
	1
	Distribusi materi

	9
	Name Tag
	ID card peserta
	Buah
	1
	Identitas peserta

	10
	Form Evaluasi
	Kuesioner pelatihan
	Eks
	1
	Evaluasi kegiatan





BAB VI. PENUTUP
Pelatihan Penyusunan dan Revisi Peraturan Daerah (perda) ini merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya aparatur pemerintah daerah dan pihak terkait, agar mampu menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan pelatihan berbasis kompetensi, kegiatan ini dirancang untuk memberikan penguatan pada aspek pengetahuan, keterampilan teknis, serta sikap kerja profesional dalam proses pembentukan dan revisi Perda.
Selama pelaksanaan pelatihan, peserta telah dibekali dengan berbagai materi yang mencakup kerangka hukum pembentukan Perda, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (legal drafting), analisis dan evaluasi Perda eksisting, teknik perubahan Perda, penyusunan draft perubahan, hingga simulasi pembahasan Perda di DPRD. Proses pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui metode ceramah, tetapi juga melalui diskusi, studi kasus, praktik, serta simulasi pembahasan, sehingga peserta memperoleh pengalaman belajar yang komprehensif, aplikatif, dan kontekstual.
Dengan terselenggaranya pelatihan ini, diharapkan peserta mampu mengimplementasikan kompetensi yang telah diperoleh dalam proses penyusunan dan revisi Perda di lingkungan kerja masing-masing. Peserta diharapkan dapat menyusun Perda yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel.
Selain itu, pelatihan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas produk hukum daerah, khususnya dalam menciptakan Perda yang harmonis, tidak tumpang tindih, serta mudah diimplementasikan. Dengan meningkatnya kompetensi aparatur dalam bidang legal drafting dan analisis regulasi, diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sebagai tindak lanjut, diperlukan komitmen dari seluruh peserta untuk terus mengembangkan kompetensinya melalui praktik langsung dalam penyusunan dan revisi Perda, mengikuti perkembangan regulasi terbaru, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Penyelenggara juga diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan guna memastikan bahwa hasil pembelajaran dapat diterapkan secara optimal serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas regulasi daerah.


LAMPIRAN
1) Form Pre Test
2) Form Post Test


PRE POST TEST
A. Petunjuk Umum
1. Jawablah setiap pertanyaan dengan memilih satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, atau D)
2. Waktu pengerjaan: 30 menit
3. Setiap jawaban benar bernilai 5 poin, jawaban salah 0 poin
4. Nilai maksimal: 100
B. Soal Pre Post Test
1. Peraturan Daerah (Perda) dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah...
A. Peraturan Pemerintah
B. Peraturan Presiden
C. Undang-Undang
D. Semua benar
Jawaban: D
2. Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam...
A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
B. Peraturan Presiden
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
D. Peraturan Menteri
Jawaban: C
3. Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah…
A. Kepastian hukum
B. Kepentingan kelompok
C. Fleksibilitas bebas
D. Kepentingan individu
Jawaban: A
4. Kewenangan pembentukan Perda berada pada…
A. DPR RI
B. Presiden
C. DPRD bersama Kepala Daerah
D. Mahkamah Agung
Jawaban: C




5. Tahapan awal dalam pembentukan Perda adalah…
A. Penetapan
B. Perencanaan
C. Pengundangan
D. Evaluasi
Jawaban: B
6. Bagian “Mengingat” dalam konsiderans berisi...
A. Tujuan pembentukan
B. Penjelasan umum
C. Dasar hukum
D. Lampiran
Jawaban: C
7. Bahasa hukum dalam peraturan harus...
A. Bebas dan fleksibel
B. Tidak baku
C. Multitafsir
D. Jelas dan tidak ambigu
Jawaban: D
8. Batang tubuh Perda terdiri atas...
A. Lampiran
B. Pasal dan ayat
C. Judul
D. Penjelasan
Jawaban: B
9. Tujuan utama evaluasi Perda adalah...
A. Menambah jumlah aturan
B. Mengurangi isi pasal
C. Menilai efektivitas dan kesesuaian
D. Mengubah bahasa
Jawaban: C
10. Perda perlu direvisi apabila...
A. Sudah lama berlaku
B. Tidak ada perubahan
C. Banyak pasal
D. Tidak sesuai dengan kebutuhan dan regulasi
Jawaban: D




11. Harmonisasi regulasi bertujuan untuk...
A. Menambah regulasi
B. Menghindari konflik antar aturan
C. Mengurangi isi Perda
D. Menyederhanakan bahasa
Jawaban: B
12. Perubahan sebagian dalam Perda disebut…
A. Total
B. Evaluasi
C. Parsial
D. Eliminasi
Jawaban: C
13. Teknik perubahan pasal dilakukan dengan cara...
A. Menghapus seluruh isi
B. Menambah lampiran
C. Mengubah judul saja
D. Mengganti atau menambah pasal tertentu
Jawaban: D
14. Draft perubahan Perda memuat…
A. Cerita latar belakang
B. Ringkasan
C. Konsiderans dan pasal perubahan
D. Lampiran saja
Jawaban: C
15. Naskah akademik berfungsi sebagai…
A. Dokumen tambahan
B. Dasar ilmiah penyusunan Perda
C. Lampiran opsional
D. Catatan pribadi
Jawaban: B
16. Dalam pembahasan Perda di DPRD dilakukan…
A. Penetapan langsung
B. Voting awal
C. Evaluasi akhir
D. Pembahasan pasal demi pasal
Jawaban: D




17. Argumentasi yang baik dalam pembahasan Perda harus...
A. Emosional
B. Tidak terstruktur
C. Logis dan berbasis data
D. Singkat tanpa isi
Jawaban: C
18. Analisis Perda dilakukan untuk...
A. Menghapus semua aturan
B. Menambah regulasi
C. Mengurangi kewenangan
D. Menilai kesesuaian dengan aturan yang lebih tinggi
Jawaban: D
19. Kesalahan dalam legal drafting adalah...
A. Bahasa jelas
B. Struktur sistematis
C. Norma tidak tegas
D. Konsistensi istilah
Jawaban: C
20. Salah satu unsur penting dalam teknik drafting adalah...
A. Bahasa tidak baku
B. Struktur acak
C. Norma tidak jelas
D. Sistematika penulisan yang tepat
Jawaban: D
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